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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti bahwa 

pelaksanaan Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam melayani 

Bansos di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menetapkan peraturan desa 

yang bersama-sama dengan perangkat desa disebut dengan peraturan desa. Dalam 

hal ini, BPD sebagai otoritas pengawas mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan 

peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan diundangkannya UU Desa No. 6 

Tahun 2014, status Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berubah. Dulunya 

merupakan bagian dari pemerintahan desa, BPD kini menjadi badan legislatif di 

desa yang berubah fungsi dari hukum menjadi politik. Peran BPD saat ini adalah 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan usaha masyarakat, 

merencanakan APBD desa, dan mengawasi pemerintahan desa. 

1.  mulai dari pengawasan secara tidak langsung yang dimana 

pengawasan tidak langsung dilakukan dengan kegiatan pengawasan 

terhadap pelaporan dari penyaluran bansos. 

2. Pengawasan secara langsung yaitu dengan memberikan tanggungjawab 

kepada anggota BPD untuk langsung ke lapangan dengan melakukan 

pengwasan terhadap penyaluran bansos  
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3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melakukan pengawasan 

terhadap pertanggungjawaban Badan Desa terhadap penyaluran 

bantuan mata pencaharian sehingga BPD Desa Boro Kecamatan 

Sanggar Kabupaten Bima mengetahui hasil efektivitas Badan 

Permusyawaratan Desa tersebut. Dukungan sosial. 

5.2 Saran 

Untuk lebih meningkatkan cara kerja Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam memantau pelayanan sosial di Desa Boro Kecamatan Sanggar 

Kabupaten Bima, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Dari berbagai kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), peneliti menyarankan agar seluruh anggota Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) meninjau kriteria pendataan awal sebelum 

menyalurkan bantuan kepada masyarakat. untuk menerima bantuan sosial. 

2. Diharapkan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dapat bersinergi untuk melakukan pendataan secara spesifik mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan pelayanan dan distribusi mata pencaharian 

masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima 

dukungan tersebut. 

3. Hasil kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja antara 

Pemdes dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara signifikan. 
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